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Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membahas hybrid contract murabahah bil wakalah pada
Lembaga keuangan syariah dimana perkembangan zaman yang semakin kompleks
medorong aktivitas ekonomi islam juga mengalami berbagai inovasi. Hybrid contract
murabahah bil wakalah merupakan salah satu bentuk inovasi akad muamalah pada
Lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini yaitu
literatur review, bahannya didapatkan dari buku, jurnal maupun artikel yang kemudian
dianalisa. Hasil analisis menunjukkan bahwa hybrid contract murabhah bil wakalah yang
diterapkan lembaga keuangan masa kini sangat memudahkan nasabah dan lembaga
keuangan syariah dalam melakukan transaksi keuangan. Hybrid contract murabhah bil
wakalah memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadi landasan nasabah ketika
melakukan akad ini. Upaya inovasi akad yang dilakukan lembaga keuangan syariah ini
merupakan salah satu cara untuk menarik minat masyarakat untuk mempergunakan
produk lembaga keuangan syariah utama bagi masyarakat muslim dengan ketentuan
bahwa dalam penerapannya memerlukan pengawasan sehingga penerapan inovasi hybrid
contract murabaha bil wakalah yang diterapkan pada Lembaga keuangan syariah sesuai
dengan prinsip islam sebagaimana syarat-syarat murabahah bil wakalah yang telah
ditetapkan oleh DSN-MUL

Kata Kunci: Hybrid contract, Murabhah bil Wakalah, Pembiayaan
1. Pendahuluan

Lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam
operasional perusahaannya, memberikan kekhawatiran pada masyarakat muslim
akan aktifitas ribawi. Sebab itu, Masyarakat muslim memilih lembangan keuangan
syariah sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan
lembaga keuangan yaitu dengan (Oktarina et al., 2021). Lembaga keuangan syariah
hadir dengan sistem profit and lost sharing dan risk sharing. Mengingat besarnya
jumlah penduduk muslim di Indonesia tentu mampu mendorong perkembangan

yang positif pada lembaga keuangan syariah.
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Perkembangan lembaga keuangan syariah terkhusus perbankan yang semakin
pesat tentu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perbankan syariah
dituntut untuk menyediakan produk-produk yang lebih inovatif dan bervariatif serta
sesuai dengan syariah agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat (OJK, 2022). Kebutuhan keuangan masyarakat
di era saat ini menjadi semakin kompleks juga, sehingga dalam penyediaan produk
perbankan harus disesuaikan dengan keuangan modern saat ini. Kompleksitas yang
dihadapi menyebabkan munculnya inovasi akad dengan menggabungkan dua akad
sekaligus, yang kemudian disebut sebagai hybrid contract (Fauziah et al., 2021)

Hybrid contract atau biasa disebut dengan multi akad merupakan solusi yang
bisa diberikan bank syariah karena dianggap lebih praktis dan efesien dalam
menunjang perkembangan lembaga keuangan syariah (Fauziah ef al., 2021). Dalam
ekonomi islam terdapat pertentangan mengenai boleh atau tidaknya hybrid contract
ini digunakan dalam transaksi perbankan. Menurut ulama-ulama yang
membolehkan  hybrid  contract mempunyai  batasan-batasan  dalam
pengaplikasiannya sehingga tujuan muamalah dan syariahnya tetap terjaga
(Musyarrofah, 2023). Produk keuangan mikro pada bank syariah sudah sangat
familiar dalam menggunakan akad hybrid contract, salah satunya dalam
pembiayaan murabahah bil wakalah (Fauziah et al., 2021)

Murabahah merupakan akad unggulan yang ditawarkan bank syariah kepada
nasabah karena resikonya yang relatif kecil dan penerapan prinsip kehati-hatian
yang ketat (Dewiyana et al., 2021). Sedangkan wakalah dalam DSN MUI No. 10/
DSNMUI/ IV2000 merupakan akad perwakilan dengan melimpahkan kekuasaan
kepada pihak lain untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Dalam
pengimplementasian murabahah bil wakalah, wakalah merupakan akad pertama
yang digunakan karena dalam akad kepemilikan awal akan menjadi milik bank
syariah. Setelah akad berakhir maka dilanjutkan dengan akad murabahah. Untuk

memahami konsep yang lebih jelas mengenai akad murabahah bil wakalah maka
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tulisan ini akan dibuat dengan pemaparan konsep inovasi akad hybrid contract
Murabahab bil Wakalah dan penerapannya pada perbankan syariah.
2. Metode

Penyusunan paper ini menggunakan metode kajian pustaka. Jenis penelitian
ini yaitu penelitian kualitatif. Dalam penyusunan paper ini, teknik yang digunakan
yaitu mengumpulnan bahan-bahan berupa paper, jurnal maupun buku yang relevan
dengan judul yang diangkat yaitu mengenai Hybrid contract dan Murabahab bil
Wakalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep hybrid contract pada akad Muamalah

Akad merupakan ungkapan dari kata al-uqud yang diartikan sebagai ikatan
(Wahab & Mahdiya, 2020). Akad mencangkup berbagai kegiatan muamalah secara
general yaitu semua aktivitas yang dilakukan ataupun dikerjakan antara dua pihak.
Akad muamalah mengalami perkembangan, modifikasi hingga penggabungan
beberapa akad muamalah. Penggabungan ini kemudian membentuk konsep baru
yang disebut denga hybrid contract.

Hybrid contract memiliki arti sebagai kontrak yang terbentuk dengan
gabungan beragam akad. Hybrid contract dalam terjemahan Indonesia dikenal
dengan nama Multi Akad. Multi memberikan arti (1) banyak, lebih dari satu, lebih
dari dua; (2) berlipat ganda, sementara itu akad memiliki arti ikatan yang kuat
dibagian ujung sesuatu, baik secara nyata maupun maknawi (Hardiati et al., 2021).

Multi akad dalam bahasa arab lebih dikenal dengan istilah al- ‘uqud al-
murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Jika diungkapkan lebih lanjut A/-
‘uqud al-murakkabah terdiri dari dua kata al- ‘uqud (bentuk jamak dari ‘aqd) dan
al-murakkabah secara etimologi berarti aljam’u, yakni mengumpulkan atau
menghimpun. Kata murakkab dari kata rakkaba-yurakkibu-tarkiban vyang
mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk,

ada yang diatas dan ada yang dibawah.
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Status hukum multi akad hingga kini masih dalam perbincangan para ulama
terutama karena hukum asalnya yang dianggap ada pelarangan. perbedaan endapat
ini disebabkankan oleh multi akad ini yang hukum kebolehan dan dialranganya
masih dilarang untuk diperaktikkan. Namun ada beberapa pandangan ulama
masyhur yang mengatakan kebolehan dari multi akad ini. Ulama Hanafiyah telah
menyatakan kebolehan akad ini, tetapi ulama kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan
Hanabilah masih sebagian yang membolehkan akad ini. Kebolehan akad ini
didasarkan kepada hukum asal akad yang mengatakah bolehnya melakukan
transaksi muamalah selama tidak ada larangan atau tidak diharamkan dalam syariat.

Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu Pertama, al-uqud
al-mutaqabilah (akad bergantung /akad bersyarat) akad ini menjelaskan tentang
akad yang bergantunga satu sama lain dengan hubungan timbal balik seperti akad
ijjarah. Kedua, /-uqud al-mujtami’ah (akad terkumpul) akad inimerupajan akad yang
terhimpun menjadi satu ketika dilakukan sehingga mengakibatkan dua objek
memiliki harga yang sama dan bersatu seperti akad musyarakah mutanagqisah.
Ketiga, al-uqud al-mutanaqgidhah wa aluqud waal-muta’addidah al-uqud al-
mutanafi yah (akad berlawanan) akad ini memiliki makna perbedaan dan arti yang
berlawanan serta tidak mendukung satu dengan yang lainnya. Keempat, al-uqud al-
mukhtalifah (akad berbeda) akad ini merupakan dua akad yang memiliki perbedaan
sehingga akibat hukumnya berbeda seperti akad ijarah dan akad salam. Kelima, al/-
uqud al-mutajanisah (akad sejenis) akad ini merupakan akad yang emiliki jenis
yang sama kemudia dihimpun seperti beberapa akad jual beli jadi jadikan satu. Dari
lima macam itu menurutnya dua macam yang pertama: a/-uqud al-mutaqabilah, al-
uqud al-mujtami’ah adalah multi akad yang umum dipakai (Yosi, 2016).

Hybrid contract memiliki batasan yang telah ditentukan agar tidak melanggar
syariat islam. Multi akad ini tida bisa duganakan secara bebas tanpa ada ketentuan
yang terkait didalamnya. Multi akad yang dilarang dalam islam seperti akad jual
beli dan pinjaman yang dijadikan satu, penggabungan akad jual beli dan gardh
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dilarang jika tujuannya untuk menaikkan haga berkali lipat. Selain itu mulit akad
yang dilakukan dengan jual beli inah yang mengandung riba fadhl juga dilarang
karena transaksi yang dilakukan mengandung riba (Fageh & Thsan, 2022). Multi
yang menjatuhkan diri kedalam riba juga dilarang. Pada umumnya hal ini terjadi
pada multi akad yang memiliki hukum yang saling berlawanan. Hybrid contract
yang digunkan pada akad murabahab bil wakalah merupakan model akad yang telah
di sahkan oleh DSN-MUI karena terhindar dari berbagai jenis hal yang

membatalkan akad seperti riba, gharar dan mayshir

3.2 Konsep Murabahah bil wakalah dalam Perbankan Syariah

Murabahah merupakan akad jual beli dengan harga asal ditambah dengan
keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Dalam akad ini bank syariah akan
menginformasikan harga beli barang yang kemudian ditambah dengan keuntungan
yang diperoleh, sehingga adanya transparansi antara nasabah dengan pihak bank
(Hariyanti et al., 2023). Sedangkan wakalah merupakan akad penyerahan kuasa dari
satu pihak kepada pihak yang lain, dimana mandat yang diberikan harus tetap sesuai
dengan syariat islam dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati (Kasmir,
2021).

Murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli dengan sistem dimana
lembaga keuangan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang,
yang kemudian barang merupakan hak milik lembaga keuangan dan
penyerahkannya akan mengakhiri akad wakalah, setelah akad wakalah berakhir
maka akad murabahah akan dilakukan (Fauziah et al., 2021). Hal ini sesuai dengan
ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9:
“jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak
ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,
menjadi milik bank” (MUI) Transaksi murabahah bil wakalah ini hukumnya
dibolehkan, adapun dalilnya diperoleh dari pertanyataan imam syafi’i yang

menyatakan “Jika ada seeseorang lelaki memperlihatkan barang dagangan kepada
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orang lain kemudan ia berkata: belilah barang ini dan berikan aku keuntungan
sebesar ini, maka adalah hukumnya boleh” (Syahrullah, 2018).

Merancang akad murabahah bil wakalah tentunya harus dilakukan sesuai
dengan syarat dan rukunnya agar tetap sesuai dengan syariah islam. Adapun
rukunnya meliputi (Murlisa et al., 2022):

1) Ada penjual

2) Ada pembeli

3) Barang yang dibeli

4) Harga barang yang dijelaskan secara detail harga beli dan margin yang
diperoleh dan disetujui oleh kedua belah pihak

5) Muwakil, orang yang memberikan mandat atau kuasa

6) Taukil, objek akad

7) Shighat.

Menurut Monzer khaft, murabahah bil wakalah dikatakan sesuai dengan
syariah apabila memenuhi syarat-syarat berikut (Evarianti et al., 2019):

1) Barang tersebut harus menjadi milik bank terlbih dahulu secara fisik
walaupun dalam waktu singkat

2) Bank memiliki kewajiban ketika barang itu menjadi milik bank sebagai
pemodal dan pemilik barang tersebut

3) Transaksi ini mengandung perintah membeli, janji pembelian, kontrak
dengan agen dan terdapat dua kontrak penjualan.

4) Barang yang akan dijadikan objek akad harus riil dan sudah ada di
tangan masing-masing.

5) Pembiayaan memiliki biaya yang ditambahkan dengan keuntungan yang
diinginka oleh Bank

6) Diskon dan kenaikan pembayaran tidak diperbolehkan karena

menimbulkan lapisan utang
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Pihak bank melakukan transaki dengan uang tunia yang akan kembali
kepada pihak bank melalui angsuran nasabah
Utang murahabah ini memiliki jaminan dan cara untuk mengatasi resiko

gagal bayar jika terjadi.

Pemberian pembiayaan murabahah bil wakalah ini tidak serta merta

diberikan kepada nasabah, namun ada mekanisme akad dalam pembiayaan

murabahah bil wakalah dijelaskan ke dalam beberapa point berikut: (Wulandari,

2019).
1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Dalam menawarkan pembiayaan murabahah bil wakalah menyebarkan
brosur ke sejumlah instansi.

Jika nasabah ini mengajukan permohonan, maka nasabah harus mengisi
form pengajuan pembiayaan di costumer service secara tertulis dengan
menyertakan persyaratan yang telah ditentukan seperti fotocopy KTP
dan lain sebagainya.

Perjanjian murabahah bil wakalah yang dilakukan memiliki beberapa
prosedur seperti menvalidasi kembali identitas diri dari nasabah, hingga
membahas dan melakukan akad murabahah bil wakalah tersebut.
Setelah perjanjian akad telah disetujui maka akan dibuat surat penegasan
persetujuan yang kemudian akan diserahkan kepada analis pembiayaan
telah surat tersebut disetujui oleh komite pembiayaan.

Tahap selanjutnya yang akan dilakukan yaitu pembukaan rekening oleh
pemohon.

Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan akad oleh pihak
perbankan dengan tujuan untuk mengetahui motif nasabah dalam
mengajukan pembiayaan tersebut.

Usulan pembiayaan dari petugas akuntansi kemudian diajukan ke
Komite Keuangan untuk disetujui. Berdasarkan usulan tersebut, Komite

Keuangan memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak
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permohonan nasabah, setelah itu Komite Keuangan biasanya akan
membuat catatan atau arahan tentang masalah tambahan, tambahan, atau
implementasi dalam proses persetujuan. Persetujuan oleh komite
pembiayaan selanjutnya ditindak lanjuti dengan penerbitan surat
persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pendanaan merupakan
pemberitahuan bank kepada anggota bahwa bank telah menerima
permohonan pendanaan yang diajukan oleh anggota. Dalam surat
persetujuan sudah mencakup semua item yang direkomendasikan dalam
pembiayaan, termasuk struktur pembiayaan yang diberikan dan
persyaratan yang harus dipenuhi anggota sebelum pembiayaan
dilaksanakan. Setelah Anggota membaca dan menerima isi Perjanjian,
anggota wajib menandatanganinya dengan materai yang cukup sebagai
bukti sah persetujuan Anggota.

8) Tahap terakhir yaitu tahap pencairan, setelah pencairan dilakukan maka

fasilitas yang dilakukan akan dicatat sebagai akun bagi bank.

3.3 Penerapan Hybrid contract pada Perbankan Syariah

Lembaga keuangan syari’ah merupakan sebuah badan usaha yang
kegiatannya di bidang keuangan syariah. Anggraini mengatakan lembaga
keuangan syariah memiliki peran penting dalam membantu nasabah dalam
berbagai kegiatan, seperti pembiayaan, menabung, investasi, dan asuransi
(Bagaskara & Rohmahdi 2024). Akad muamalah pada awalnya merupakan akad
atau perjanjian yang dilakukan secara personal (individu) namun dengan berbagai
perkembangan zaman terciptalah institusi keuangan yang kini berkembang di
berbagai penjuru di dunia. Perkembangan ini mengakibatkan permasalahan yang
kompleks dalam transaksi keungan sehingga memerlukan desain kotrak (akad)
dalam bentuk yang lebih kompleks untuk memenuhi kebutuhan nasabah terkait

dengan pemanfaatan perbankan syariah. Akad yang dikombinasikan ini kemudian
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disebut denga hybrid contract dalam bahasa Inggris atau al-uqud al murakkabah
dalam bahasa Arab dan muliti akada dalam bahasa Indonesia.

Persoalan hybrid contract ini awalnya merupakan sesuatu hal yang dilarang
dalam syariah karena tidak dibolehkannya melakukan dua akad dalam satu
transaksi atau juga disebut dengan two in one. Setelah berbagai penelitian yang
mendetail terkait dengan hybrid contract ini kemudian ditemukanlah titik terang
terkait dengan pelarangan hybrid contract  dalam syariah. Pelarangan hybrid
contract ini dibatasi pada tiga perkara yang sesuai dengan hadits Nabi Muhammad
SAW yaitu pertama, terkait dengan larangan bay’ dan salaf, kedua, terkait dengan
larangan bai’anraini fi bai’atun, dan ketiga terkait larangan shafqataini fi shafqatin
(Adam et al., 2020).

Multi akad memiliki status hukum yang berbeda di kalangan ulama.
Perbedaan ini terkait dengan diperbolehkan atau dilarangnya praktik ini. Pandangan
ulama ini terbagi atas dua, membolehkan atau melarang. Setelah di teliti lebih lanjut
maka dperolehlah hasil bahwa Mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa
hukum multiakad ini sah dan diperbolehkan, sedangkan sebagian ulama Malikiya,
ulama Syafi’iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad ini
diperbolehkan menurut syariat islam (Kholijah, 2020). Hal ini didasarkan pada
dasar hukum figh muamalah yaitu bahwa asal dari semua akad adalah hukumnya
mubah atau boleh dan sah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau
membatalkan dalil hukum tersebut.

Keberadaan multiakad yang berkembang ini sangan relevan dengan
kebutuhan perbankan di masa kini. Perkembangan ini menunjukkan bahwa akad
muamalah dalam islam dalam berkembang mengikuti zaman dan dapat disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat. Praktik muamalah yang telah dilakukan sejak masa
Nabi Muhammad SAW kini tetap bisa dilakukan dengan melakukan berbagai
modifikasi yang disesuaikan dengan perkembagan ilmu dan teknologi. Berbagai

ulama telah menyebutkan bahwa multialad ini mengandung manfaat dan tidak
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dilarang oleh syariat. Sehingga dapat diartikan bahwa hukumnya sah selama syarat
multiakad memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat.

Status kebolehan multiakad ini yang telah dibahas mendorong munculnya
berbagai bentuk akad yang digunakan pada perbankan syariah salah satunya akad
murabahah bil wakalah akad ini berkembangan secara pesat di perbankan syariah.
Bank syariah menerapkan akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan
kepada nasabah. Akad ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan ketika
diterapkan dalam perbankan syariah.

Kelebihan akad murabahah bil wakalah

1) Bank memberika kuasa kepada nasabah untuk memilih objek akad yang
diinginkan

2) Bagi hasil diterima oleh kedua belah pihak terakit dengan margin atau
keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Adanya potongan harga jika nasabah melakukan pelunasan sebelum
selesainya masa kontrak.

4) Tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan harga bunga yang terdapat pada
bank konvensional ketika terjadi infalasi.

Kekurangan akad murabahah bil wakalah

1) Nasabah memberikan uang terlbih dahulu kepada developer ketika ingin
melakukan pembiayaan kepemilikan

2) Beban angsuran ini telihat ringan di awal namun memberatkan seiring
waktu.

Berbagai kelebihan dan kekurangan murabahah bil wakalah ini menunjukkan
bahwa akad ini memiliki banyak manfaat jika dibandingkan dengan
kekurangannya. Akad ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memilik
sendiri objek akad yang akan dibelinya melalui akad wakalah kemudian akan
membayarnya kepada pihak perbankan melalui akad murabahah secara angsuran.

Hybrid contract akad murabahah bil wakalah ini memberikan kemudahan,
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keleluasaan dan kepastian bagi kedua belah pihak baik nasabah maupun perbankan
syariah ketika ingin memberikan pembiayaannn kepada nasabah.

Penggunaan hybrid contract pada perbankan syariah ini tidak selalu harus
digunakan. Penggunaannya hanya dilakukan pada kondisi tertentu yang disesuaikan
dengan keadaan perbankan syariah. Kondisi ini seperti pihak perbankan yang tidak
bisa turun tangan terkait dengan pemilihan objek murabahah sehingga memberikan
kuasa kepada pihak nasabah untuk memilih sendiri dalam bentuk akad wakalahm
(Hikmah et al., 2020). Penggunaan hybrid contract ini pada umumnya dilakukan
dalam produk pembiayaan sebagai akad pelengkap terhadap akad lainnya. Akad
yang saling melengkapi ini tidak boleh menimbulkan penyimpangan seperti riba,
gharar ataupun maysir.

Hybrid contract pada pembiayaan murabahah bil wakalah menghimpun dua
akad berbeda dalam satu transaksi pembiayaan. Setiap perbankan syariah memiliki
ketetentuan dan syarat yang berbeda pula yang telah ditentukan dalam Surat
Keputusan Pembiayaan (SKP) oleh perbankan syariah. Pembiayaan murabahah bil
wakalah yang dilakukan diterapkan pada perbankan syariah ini diawali dengan
akad wakalah terlebih dahulu untuk menghindarai sifat gharar karena barang yang
diperjual belikan harus ada (Hikmah et al., 2020). Setelah melakukan akad wakalah
dan nasabah melakukan pengecekan terhadap objek barang yang dibutuhkannya
maka akan dilanjutkan untuk melakukan akad murabahah dengan perbankan
syariah. Perbankas syariah kemudian membeli objek murababahah tersebut
kemudian menjualnya kepada nasabah dengan cara angsuran.

Pembiayaan murabahahh bil wakalah ini umunya dilakukan terhadap
pembiayaan yang berrsifat konsumtif dari nasabah dengan alasan ingin merenovasi
rumah atau ruko sehingga nasabah sendiri yang turun tangan langsung untuk
membeli bahan bangunan yang dibutuhkan melalui akad wakalah dan

pembayarannya akan dilakukan oleh bank melalui akad murabahah. Pembayaran
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ini kemudian akan diangsur oleh nasabah dengan memberitahukan harga beli dan
margin keuntungan yang telah disepakati.

Perbankan syariah menyediakan hybrid contract sebgai upaya inovasi akad
keuangan pada lembaga keuangan syariah untuk menarik minat masyarakat muslim
di Indonesia untuk menggunakan produk keuangan murabahah bil wakalah sebagai
salah satu upaya untuk memperkenalkan ekonomi islam kepada masyarakat. Upaya
ini terbukti memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana
untuk aktivitas produktif, konsumtif dan modal kerja.

4. Simpulan

Hybrid contract murabhah bil wakalah yang diterapkan lembaga keuangan
masa kini sangat memudahkan nasabah dan lembaga keuangan syariah dalam
melakukan transaksi keuangan. Hybrid contract murabhah bil wakalah memiliki
kelebihan dan kekurangan yang menjadi landasan nasabah ketika melakukan akad
ini. Upaya inovasi akad yang dilakukan lembaga keuangan syariah ini merupakan
salah satu cara untuk menarik minat masyarakat untuk mempergunakan produk
lembaga keuangan syariah utama bagi masyarakat muslim dengan ketentuan bahwa
dalam penerapannya memerlukan pengawasan sehingga penerapan inovasi hybrid
contract murabaha bil wakalah yang diterapkan pada Lembaga keuangan syariah
sesuai dengan prinsip islam sebagaimana syarat-syarat murabahah bil wakalah

yang telah ditetapkan oleh DSN-MUIL.
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